
MENTER! KEUANGAN 

SALHll\N 

KEPUTUSAN MENTE R! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 748/KMK.04/1990. 

T E ·N T A N G 

PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI INVESTASI DI 
WILAYAH TERTENTU 

Menim ba ng 

Mengingat 

Menetapkan 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan iklim 
investasi di wilayah tertentu, dipandang pe r l u untuk 
memberi kan pengaturan secara khusus tentang 
pengurangan Pajak Bumi dan Bang unan dengan Keputusan 
Menteri Keuangan; 

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentu­
an Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Tah un 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3262); 

2. Undang-undang Nomor 12 Tah un 1985 tentang Pajak 
1l3umi dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1985, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) ; 

M E M U T U S K A N 

KE PUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI 
INVESTASI DI WILAYAH TERTENTU. 

Pasal 1 

(1) Pengenaan Pajak B umi dan Bangunan bagi Wajib 
Pajak yang me l akukan investasi /penanaman ir\oda 1 
baru dan perl uasan, yang di l akukan di wi 1 ayah­
wi l ayah : 

a. Propinsi Kalimantan Barat; 
b. Propinsi Kalimantan Timur; 
c. Propinsi Kalimantan Selatan; 
d. Propinsi Kalimantan Tengah; 
e. Propinsi Su lawesi Utara; 
f. Propinsi S ulawesi Selatan; 
g. Propinsi Su lawesi Tengah; 
h. Propinsi S ulawesi ·Tenggara; 

i. Propi nsi Nusa Tenggara Timur; 
j. Propins i Nusa Tenggara Barat; 
k. Propinsi Timar Timur; 
1. Propinsi Maluku; 

m. Prop�nsi Irian Jaya; 

�- ,: . ' 

terhitung sejak tanggal Januari 1990, 
di ber-i kan pengurangan se besar 50% ( 1 i ma pul uh 
persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan yang 
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teru tang, selama 8 ( d e l apan ) tahun sejak 
diperolehnya izin peruntukan tanah. 

(2) Pengenaan pajak sebagaimana dimaksu d dalam ayat 
(1) hanya ber l ak u u ntuk investasi di bidang 

a. Pertanian; 
b. Perkebunan; 
c. Peternakan; 

d. Perikanan; 
e. Pertambangan; 
f. Keh utanan; 
g. Peri nd ustrian; 
h. Real Estate/Industrial Estate; 
i. Perhotelan dan jasa pengembangan kepariwi­

sataan; 
j. Prasarana dan sarana ekonomi serta jasa ang� 

kutan darat, laut dan udara. 

(3) Bagi perusahaan yang melakukan perluasan, 
pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) hanya berlak u  dalam hal 
besarnya perluasan sekurang-kurangnya 30% (tiga­
puluh persen) dari investasi yang s u dah di.laku­

kan sampai dengan akhir tahun pajak sebetum 
tahun pajak di mana perl uasan tersebut di 1 aku­
kan, di wilayah-wil ayah dan di bidang-bidang se­
bagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2). 

Pasal 2 

Pelaksanaan Teknis Keputusan ini diatur lebih lanjut 
oleh Direktur Jenderal Pajak. 

Pasal 3 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar set i ap orang mengetahu i nya, meme r i ntahkan 
peng umu man Keputusan ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia. · 

Ditetapkan di 
Pada tangga l 

J A K A R T A. 
28 ·· Juni 1990 

SALINAN sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO .UMUM 

MENTERI KEUANGAN, 

u.b. 
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